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NOMOR 91 TAHUN 2019 

  

TENTANG  
 

ANALISIS STANDAR BELANJA PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 

 
 

WALI KOTA SUKABUMI, 
 
 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem 
anggaran berbasis kinerja, perlu adanya 

penilaian kewajaran atas setiap usulan program 

dan kegiatan serta alokasi anggarannya; 
 

  b. bahwa untuk menganalisis kewajaran beban 
kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, 

maka perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota 

Sukabumi tentang Analisis Standar Belanja 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2020; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 

dan Jawa Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-

Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 551); 
2. Undang-Undang..... 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286); 

 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

 
7. Peraturan…... 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 

Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten 
Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1995 

Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3584); 
 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 
 

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 33); 

 

10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 
1, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Sukabumi Nomor 4) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Sukabumi Nomor 7 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 

Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 

2013 Nomor 7); 

 
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi 
Tahun 2016 Nomor 9); 

 

 
Memperhatikan….. 
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Memperhatikan  : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

 
 

MEMUTUSKAN: 

 
 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ANALISIS 
STANDAR BELANJA PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2020. 
 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud 

dengan: 
 

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah 

adalah Kota Sukabumi. 
 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah 
dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut 

azas otonomi dan tugas perbantuan dengan 

prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem 
dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia 1945. 
 

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah 
yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah otonom. 
4. Wali……. 
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4. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi. 

 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 
selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga 

perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah.  

 
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan 

kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan 
uang termasuk di dalamnya segala bentuk 

kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 

kewajiban Daerah tersebut. 
 

7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah 

keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan 

Daerah. 

 
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 

keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah 

Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 

peraturan Daerah. 
 

9. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan 

Daerah adalah Wali Kota yang karena jabatannya 
mempunyai kewenangan menyelenggarakan 

keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah. 

 

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang 
selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan 

kerja pengelola Keuangan Daerah yang 

selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang 
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 

APBD dan bertindak sebagai bendahara umum 

Daerah. 
 

11. Bendahara….. 
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11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya 

disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam 

kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. 
 

12. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa 

untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum 

Daerah. 
 

13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah 
pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan 

urusan Pemerintahan Daerah. 

 
14. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang 

melaksanakan satu atau beberapa program. 

 
15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang 

selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada 

unit SKPD yang melaksanakan satu atau 

beberapa kegiatan dari suatu program sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

 

16. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang 
kewenangan penggunaan anggaran untuk 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang 

dipimpinnya. 
 

17. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang 

diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian 
kewenangan Pengguna Anggaran dalam 

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 

 

18. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang 
selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen 

perencanaan dan penganggaran yang berisi 

program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang 
diperlukan untuk melaksanakannya. 

 

19. Prioritas….. 
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19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang 

selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan 

program prioritas dan patokan batas maksimal 
anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk 

setiap program sebagai acuan dalam penyusunan 

RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. 

 
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang 

selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen 

yang memuat pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar 

pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran. 

 
21. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya 

disingkat ASB adalah standarisasi kegiatan 

belanja yang menjadi acuan bagi 
perencanaan/pelaksanaan APBD dalam 

menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan 

keuangan Daerah. 

 
Pasal 2 

 

ASB merupakan salah satu komponen kegiatan yang 
dikembangkan Pemerintah Daerah sebagai salah satu 

bentuk pembinaan dan pemberian pedoman bagi 

SKPD untuk mengukur kinerja keuangan dalam 
penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja. 

 

Pasal 3 
 

ASB sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  

tercantum  dalam  lampiran yang merupakan  bagian  

tidak  terpisahkan  dari Peraturan Wali Kota ini, 
terdiri dari: 

 

a. BAB I Pendahuluan; 
 

b. BAB II Analisis Standar Belanja dalam 

Penganggaran APBD; 
 

c. BAB III….. 
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c. BAB III Analisis Standar Belanja dalam 

Pengelolaan APBD; 
 

d. BAB IV Klasifikasi Khusus Pelaksanaan 
Belanja Modal Tanah; 
 

e. BAB V Pelaksanaan Belanja APBD; 
 

f. BAB VI Pelaksanaan Belanja DPA; 
 

g. BAB VII Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan; 
 

h. BAB VIII Penutup. 

 
Pasal 4 

 

(1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
dipergunakan untuk: 

 

a. menganalisis anggaran belanja program atas 

kegiatan untuk menghasilkan tingkat 
pelayanan tertentu sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat; 

 
b. menilai kewajaran beban kerja dan biaya 

setiap program dan kegiatan yang akan 

dilaksanakan oleh suatu Unit SKPD dalam 
satu tahun anggaran. 

 

(2) ASB dihitung oleh masing-masing Unit SKPD 
berdasarkan proyeksi jumlah anggaran dan 

belanja setiap program atau kegiatan yang 

bersangkutan. 

 
(3) Usulan belanja SKPD yang tidak sesuai dengan 

ketentuan Analisis Standar Belanja akan ditolak 

atau harus direvisi dan disesuaikan dengan 
Analisis Standar Belanja yang telah ditetapkan. 

 

Pasal 5…… 
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Pasal 5 

 

ASB disusun dengan tujuan: 
 

a. menilai dan menentukan rencana program atau 

kegiatan dan anggaran yang direncanakan oleh 

setiap unit SKPD di lingkungan Pemerintah 
Daerah; 

 

b. menilai dan menentukan rencana program atau 
kegiatan dan anggaran belanja yang efektif dalam 

upaya pencapaian kinerja Pemerintah Daerah; 

dan  
 

c. menilai kewajaran berdasarkan hubungan antara 

rencana alokasi biaya dengan tingkat pencapaian 
kinerja program atau kegiatan sebagai syarat yang 

digunakan untuk ukuran beban kerja 

berdasarkan program dan kegiatan yang 

direncanakan oleh SKPD atau Unit SKPD agar 
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

 

Pasal 6 
 

ASB bermanfaat untuk mendorong SKPD dan Unit 

SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah agar lebih 
selektif dalam merencanakan program dan kegiatan 

yang akan dilaksanakan sehingga dapat menghindari 

adanya belanja yang kurang efektif dalam upaya 
pencapaian kinerja. 

 

Pasal 7 

 
 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

 

Agar…… 
 

 



 
 
 
 

 

 

- 10 - 

 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, 

memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota 

ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota 
Sukabumi. 

 

 

Ditetapkan di  Sukabumi 
pada tanggal 11 September 2019 

 

WALI KOTA SUKABUMI, 
 
 

ttd. 

 
 

ACHMAD FAHMI 

 
 

Diundangkan di Sukabumi  

pada tanggal 11 September 2019 

 
SEKRETARIS DAERAH 

KOTA SUKABUMI, 

 
 

ttd. 
 
 

DIDA SEMBADA 

 

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2019 NOMOR 91 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KOTA SUKABUMI 
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NIP. 19710703 199703 2 002 

 


